
 

 

37 
 

 
 

BAB III 

PENUTUP 

A. Simpulan  

Pelaksanaan Diversi di BNNP DIY pada tingkat Penyidikan dilakukan oleh 

Penyidik BNN dengan melihat ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU SPPA Ayat (2) 

Diversi dapat dilakukan jika memenuhi syarat antara lain;  

a. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan;  

b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.  

di BNNP DIY melibatkan orang tua/wali dari anak, BAPAS, Balai Sosial dan 

Penasehat Hukum. Penyidik akan memberitahukan kepada BAPAS melalui surat  

bahwa akan dilakukan Diversi, yang kemudian BAPAS akan melakukan 

melakukan penelitian kemasyarakatan yang hasilnya nanti diserahkan kepada 

penyidik untuk dilakukan Diversi. Selanjutnya, dalam proses Diversi berhasil 

mencapai kesepakatan, Penyidik menyampaikan berita acara Diversi kepada 

pengadilan negeri untuk dibuat penetapan. Serta dalam hal Diversi gagal Penyidik 

wajib melakukan penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut Umum 

dengan melampirkan berita acara Diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan.  

B. Saran  

1. Pemerintah lebih memperhatikan bahwa dengan adanya perkembangan 

terknologi dan globalisasi tidak menutup kemungkinan adanya narkotika 

jenis baru yang berdesar dimasyarakat, sehingga agar tidak terulang 



 

 

38 
 

 
 

adanya kekosongan hukum terhadap aturan narkotika golongan baru yang 

mengakibatkan tidak dapat dilakukan proses hukum terhadap orang yang 

melakukan penyalahgunaan narkotika dan peredaran gelap narkotika 

mengingat adanya asas legalitas. Sebaiknya dapat dibuat aturan yang pasti 

bahwa jika ditemukannya narkotika jenis baru dapat dimasukan kedalam 

jenis narkotika golongan I. 

2. Dibutuhkan penyuluhan kepada masyrakat mengenai Diversi sehingga 

masyarakat mengetahui pentingnya Diversi dalam penyelenggaran sistem 

peradilan anak dan untuk menghindari stigma negatif dari masyarakat. 

Karena bagaimanapun anak merupakan generasi muda Indonesia yang 

harus didik menjadi lebih baik.  
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